
WAL! KOTA BATAM 
PROVlNSI KEPULAUAN RIAU 

PERATURAN WAL! KOTA BATAM 
NOMOR 183 TAHUN 2023 

TENTANG 

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN 
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WAL! KOTA BATAM, 

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan 
Wali Kata Batam ten tang Penjabaran Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; 

Mengingat 1. PasaI 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 
1945; 

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten 
Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten 
Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, 
Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kata Batam 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun I 999 
Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Repubiik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 3902) sebagaimana 
telah diubah beberapa kaii terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Ketiga alas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 
tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, 
Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, 
Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten 
Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota 
Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4880); 

3.Undang-Undang ... 
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3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor  47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4286);

4.Undang-Undang Nomor  1  Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004  Nomor  5,  Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab

Keuangan Negara  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor  66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan  Pembangunan  Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

7.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia  Tahun  2008  Nomor  61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4846);

8.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor  112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

9.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan

Perwakilan Rakyat   Daerah  (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor  182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5568);

10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor  244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

11. Undang-Undang



17. Peraturan. . .
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11.Undang-Undang Nomor  6 Tahun 2023 tentang
Penetepan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi   Undang-Undang   (Lembaran  Negara

Republik Indonesia  Tahun 2023  Nomor  41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

12.Peraturan Pemerintah Nomor  109 Tahun 2000
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor  210, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

13.Peraturan Pemerintah Nomor  20 Tahun 2001
tentang   Pembinaan  dan  Pengawasan  atas
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4090);

14.Peraturan Pemerintah Nomor  23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74
Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah  Nomor  23 Tahun  2005  tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340);

15.Peraturan Pemerintah Nomor  71  Tahun 2010
tentang    Standar   Akuntansi   Pemerintahan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

16.Peraturan Pemerintah Nomor  12 Tahun 2017
tentangPembinaandanPengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);
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17.Peraturan Pemerintah Nomor  18 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 106, Tambahan Lembaran negara Republik

Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023
tentang Perubahan atas Peratura Pemerintah Nomor

18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administrasi  Pimpinan  dan  Anggota  Dewan
Perwakilan Rakyat   Daerah  (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

18.Peraturan Pemerintah Nomor  33 Tahun 2018
tentang  Pelaksanaan  Tugas  dan  Wewenang
Gubernur  sebagai  wakil  Pemerintah  Pusat

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6224);

19.Peraturan Pemerintah Nomor  12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

20.Peraturan Pemerintah Nomor  13 Tahun 2019
tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor  52, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

21.Peraturan Pemerintah Nomor  25 Tahun 2020
tentang  Penyelenggaraan Tabungan Perumahan

Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6517);

22.Peraturan Pemerintah Nomor  16 Tahun 2021
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6628);

23.Peraturan Pemerintah Nomor  34 Tahun 2021
tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6646);

24. Peraturan. . .
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24.Peraturan Pemerintah Nomor  37 Tahun 2023
tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6883);

25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun
2012 tentang  Pedoman  Pengelolaan  Investasi

Pemerintah  Daerah  (Berita  Negera  Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri  Nomor  80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun
2017  tentang   Pengelompokan  Kemampuan
Keuangan  Daerah  serta   Pelaksanaan  dan
Pertanggungjawaban  Dana  Oeprasional  (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor

1067);

28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun

2019tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1114);

29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun

2019tentang   Klasifikasi,   Kodefikasi,   dan
Nomenklatur  Perencanaan  Pembangunan  dan

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1447);

30.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun

2020tentang  Pedoman  Teknis   Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1781);

31.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun

2021tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi
Jaminan  Kesehatan  Nasional  pada  Fasilitas
Kesehatan  Tingkat   Pertama Milik Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 936);

32. Peraturan. . .



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023 semula sebesar Rp3.298.348.071.263,00

(tiga triliun dua ratus sembilan puluh delapan milyar
tiga ratus empat puluh delapan juta tujuh puluh satu
ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah) bertambah
sebesar Rpl3.811.000.220,00 (tiga belas milyar delapan
ratus sebelas juta dua ratus dua puluh rupiah) sehingga
menjadi Rp3.312.159.071.483,00 (tiga triliun tiga ratus
dua belas milyar seratus lima puluh sembilan juta tujuh
puluh satu ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah)
dengan rincian sebagai berikut:

1.  Pendapatan Daerah

a.SemulaRp3.215.728.O71.263,00

b.BertambahRp  41.518.512.469.00

JumlahRp3.257.246.583.732,00
pendapatan daerah
setelah perubahan

2. Belanja. . .

-6-

32.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun
2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);

33.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

34.Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2021-2025
(Lembaran  Daerah  Kota  Batam  Tahun  2021
Nomor 7);

35.Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2022
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Daerah Kota Batam Tahun 2022 Nomor 4);

36.Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2023
tentang  Perubahan  Anggaran  Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran
Daerah Kota Batam Tahun 2023 Nomor 4);



6. Lampiran. . .

Ringkasan Penjabaran Perubahan

APBD yang Diklasifikasi Menurut
Kelompok, Jenis, Objek, Rincian
Objek Pendapatan, Belanja, dan

Pembiayaan

Penjabaran Perubahan APBD
Menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program,
Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok,
Jenis, Objek, Rincian Objek
Pendapatan,Belanja,dan
Pembiayaan

Daftar Nama Penerima, Alamat
Penerima, dan Besaran Hibah

Daftar Nama Penerima, Alamat
Penerima, dan Besaran Bantuan
Sosial

Rincian Dana Otonomi Khusus
Menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program,
Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok,
Jenis, Objek, dan Rincian Objek
Pendapatan,Belanja,dan
Pembiayaan

3.Lampiran III

4.Lampiran IV

5.Lampiran V

2.    Lampiran II

1.   Lampiran I

Pasal2

Uraian lebih lanjut perubahan anggaran pendapatan dan
belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1,
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini terdiri dari:

Rp54.912.487.751,00

Rp82.620.000.000,00

Rpf27.707.512.249.001

3.  Pembiayaan daerah

a.Semula

b.Bertambah

Jumlah pembiayaan
daerahsetelah
perubahan

Rp3.298.348.071.263,00

Rp  13.811.000.220.00

Rp3.312.159.071.483,00belanja
setelah

Jumlah
daerah
perubahan

2.  Belanja Daerah

a.Semula

b.Bertambah
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Agar. . .

Pasal3

Pelaksanaan penjabaran perubahan APBD yang ditetapkan
dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam
dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja
perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan.

Pasal4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
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Rincian DBH-SDA Pertambangan
Minyak Bumi dan Pertambangan Gas
Alam/Tambahan DBH-Minyak dan
Gas Bumi Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Program, kegiatan, Sub Kegiatan,
Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian
Objek Pendapatan, Belanja, dan
Pembiayaan

RincianDanaTambahan
Infrastruktur Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,
kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian
Objek Pendapatan, Belanja, dan
Pembiayaan

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah
Provinsi/Kabupaten/Kotapada
Daerah Perbatasan Dalam Rancangan
Perda tentang Perubahan APBD dan
Rancangan Perkada tentang
Penjabaran Perubahan APBD dengan
Program Prioritas Perbatasan Negara

8.    Lampiran VIII

7.    Lampiran VII

6.    Lampiran VI



A BATAM TAHUN 2023 NOMOR WO

Ditetapkan di Batam
pada tanggal Q>  Ofkk^ 909}

WALI KOTA BATAM

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

Diundangkan di Batam
pada tanggal f>    <9f{pfer 909$

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan wali Kota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.
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SONGKO, S.H.
0102 200903 1 001

Salinan^sesuai dengan aslinya
~~ ~ " " ^erah Kota Batam

kum

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 6 Oktober 2023

WALI KOTA BATAM

dto

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 6 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

dto

JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2023 NOMOR 1310

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan wali Kota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.
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